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Fenomena politik uang dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia diatur dalam UU
Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016, yang memuat ketentuan
pidana terhadap praktik tersebut. UU Pemilu menekankan sanksi bagi pemberi
uang, sedangkan UU Pilkada memberikan sanksi bagi pemberi dan penerima,
dengan ancaman lebih berat. Perbedaan ini menimbulkan inkonsistensi hukum
yang menyulitkan penegakan dan membuka celah bagi pelaku politik uang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode
analisis data penafsiran hukum yang berfokus pada penelaahan prinsip-prinsip
hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini
dilakukan untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi hukum yang relevan
dalam konteks permasalahan yang diteliti.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Harmonisasi sanksi dalam UU Pemilu
dan UU Pilkada menjadi sangat penting karena perbedaan redaksional, substansi,
dan ancaman pidana menimbulkan ketimpangan hukum dan kebingungan dalam
penegakan, sehingga efektivitas sanksi terhadap politik uang menjadi rendah.
Implementasinya terhambat oleh kesulitan pembuktian, praktik tertutup,
koordinasi aparat yang belum sinergis, rendahnya kesadaran hukum dan politik
masyarakat, serta lemahnya komitmen pemangku kepentingan. Kurangnya
pengawasan dan pendekatan pencegahan yang komprehensif membuat praktik
politik uang terus berulang. Oleh karena itu, harmonisasi aturan dan optimalisasi
sinergi antara pencegahan dan penindakan diperlukan untuk meningkatkan
kepastian hukum, konsistensi penegakan, dan efek jera bagi pelaku politik uang.

Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi dan sinkronisasi sanksi antara UU
Pemilu dan UU Pilkada untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman
penindakan politik uang. Harmonisasi mencakup definisi pelanggaran, penentuan
pelaku, dan tingkat sanksi, idealnya melalui revisi peraturan terpadu melibatkan
KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR. Selain itu, pencegahan politik uang harus
komprehensif, menggabungkan transparansi dana kampanye, edukasi politik,
kampanye anti-politik uang, dan insentif bagi calon berintegritas.
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ABSTRACT

SANCTIONS FOR GIVERS AND RECEIVERS OF MONEY POLITICS IN
ELECTION REGULATIONS
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The phenomenon of money politics in elections and regional head elections
(Pilkada) in Indonesia is regulated under Law Number 7 of 2017 and Law
Number 10 of 2016, which contain criminal provisions addressing such practices.
The Election Law emphasizes sanctions for givers of money, while the Pilkada
Law imposes sanctions on both givers and receivers, with heavier penalties. This
difference creates legal inconsistencies that complicate enforcement and open
loopholes for perpetrators of money politics.

This study uses a normative juridical approach with a legal interpretation data
analysis method, focusing on examining legal principles, norms, and relevant
legislation. This approach aims to explore the meaning, objectives, and legal
implications relevant to the issues studied.

The results of this study indicate that harmonizing sanctions in the Election Law
and Pilkada Law is crucial because differences in wording, substance, and
penalty severity create legal imbalances and enforcement confusion, reducing the
effectiveness of sanctions against money politics. Implementation is hindered by
difficulties in evidence collection, covert practices, uncoordinated enforcement,
low public legal and political awareness, and weak stakeholder commitment. Lack
of supervision and comprehensive preventive measures allow money politics
practices to persist. Therefore, harmonizing regulations and optimizing synergy
between prevention and enforcement are necessary to improve legal certainty,
enforcement consistency, and deterrent effects for perpetrators of money politics.

This study recommends harmonizing and synchronizing sanctions between the
Election Law and Pilkada Law to ensure legal certainty and uniform enforcement
against money politics. Harmonization should include the definition of violations,
determination of liable actors, and sanction levels, ideally through integrated
regulatory revisions involving the KPU, Bawaslu, DKPP, and DPR. In addition,
preventive strategies should be comprehensive, combining campaign fund
transparency, political education, anti-money politics campaigns, and incentives
for candidates with integrity.
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